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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SAROLANGUN 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN 
 

NOMOR 23 /PP.04.2-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2020 

 
TENTANG 

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN SAROLANGUN 
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020 

 

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN, 

 
Menimbang 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Mengingat 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi 
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan  Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan 
anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan 

diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 
Pemilihan Kabupaten/Kota; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sarolangun tentang penetapan dan pengangkatan 
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten 
Sarolangun untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jambi tahun 2020; 
 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang . . . 
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Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, 

dan  Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemugutan Suara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh, 

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); dan 

 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1511). 

 

 
 

 
 Memperhatikan . . . 
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Memperhatikan 

 

 
 

 
 
Menetapkan 

 
 

 

 
KESATU 
 
 

 
 

KEDUA 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
KETIGA 
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Berita Acara Rapat Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan 

Pada hari Sabtu Tanggal 29 Februari 2020 Tentang Pengangkatan 
dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam 

Kabupaten Sarolangun. 
 
 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN 
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN 

SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020. 
 

Menetapkan nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 

sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan. 
 

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai 

berikut: 
a. memimpin kegiatan PPK;  
b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;  

c. mengawasi kegiatan PPS; 
d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil 
penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, 

dan/atau elektronik; 
f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi 

penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang 

anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki 
surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; 

g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan 
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 
(satu) orang saksi Pasangan Calon; 

h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk 
kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan 
yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota; 
 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Sarolangun 

Pada tanggal  2  Maret 2020 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SAROLANGUN, 
 

dto 
 

MUHAMMAD FAKHRI. HS 
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LAMPIRAN  : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SAROLANGUN 
NOMOR    :   23 / PP.04.2-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2020 

TANGGAL :  2  MARET 2020 
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN 

KECAMATAN DALAM KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 
2020. 

 
 

 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SAROLANGUN, 

 

dto 
 

MUHAMMAD FAKHRI. HS 
 

NO. NAMA  
JABATAN 
DALAM SK 

NAMA 
KECAMATAN 

KET 

1 ABDULLAH KETUA    SAROLANGUN 
  

2 SETIYAWAN KETUA  BATHIN VIII 
  

3 MUHAMMAD SYAIFUL ULUM, S.Pd.I KETUA    SINGKUT 
  

4 HASAN BASRI, S.ST KETUA  PELAWAN 
  

5 HABIBI, S.Pd KETUA  LIMUN 
  

6 APRIJON KETUA  
CERMIN NAN 

GEDANG   

7 FUAD HASAN KETUA  BATANG ASAI 
  

8 MUFNI MAULID KETUA  PAUH 

 
9 MUAZIN, S.Pd KETUA  AIR HITAM 

 
10 MANSUR, S.Pd KETUA  MANDIANGIN 

 


